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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui apa saja yang menjadi hak debitur 
terhadap objek jaminan fidusia menurut 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan apa 
saja yang menjadi objek jaminan fidusia 
menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
1999. Dengan menggunakan metode penelitian 
yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hak debitur 
terhadap objek jaminan fidusia menurut 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu: 
1) Debitur berhak menguasai benda yang 
menjadi objek jaminan fidusia. Debitur diberi 
hak untuk mempergunakan objek jaminan 
fidusia tersebut, dengan syarat bahwa pemberi 
fidusia tidak menjual ataupun mengalihkan 
objek jaminan fidusia.tersebut kepada pihak 
lain. 2) Debitur berhak untuk mendapatkan 
pinjaman uang  yang jumlahnya sesuai yang 
tertera di dalam surat perjanjian yang dibuat 
oleh pihak pemberi fidusia dengan pihak bank 
atau pihak lainnya. 3) Debitur berhak 
memperdagangkan objek jaminan fidusia yang 
berupa barang dagangan (inventory). 2. Objek 
jaminan fidusia menurut Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 1999 yaitu:  1). Benda 
bergerak yang berwujud. 2) Benda bergerak 
yang tidak berwujud. 3) Benda bergerak yang 
terdaftar. 4) Benda bergerak yang tidak 
terdaftar. 5) Benda tidak bergerak tertentu, 
yang tidak dapat dibebani dengan hak 
tanggungan, seperti hak milik satuan rumah 
susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara 
dan bangunan rumah yang dibangun di atas 
tanah orang lain. 6) Benda yang tidak bergerak 
tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan 
hipotek. 7) Benda tersebut harus dapat dimiliki 
dan dialihkan. 
Kata kunci: Perjanjian, jaminan fidusia, 
perbankan. 
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PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 

Jaminan Fidusia merupakan lembaga hak 
jaminan yang diatur dalam Undang-undang 
Nomor 42 Tahun 1999, yang bersifat 
kebendaan (zakelijkzekerheid) dan memberikan 
kedudukan yang diutamakan atau mendahulu 
kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur 
lainnya. Salah satu unsure Jaminan Fidusia 
adalah kebendaannya tetap dalam penguasaan 
pemilik benda.3 

Hal yang demikian, jaminan fidusia telah 
terjadi penyerahan dan pemindahan dalam 
kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan 
atas dasar fiduciair dengan syarat bahwa benda 
yang kepemilikannya tersebut diserahkan dan 
dipindahkan kepada penerima fidusia tetap 
dalam penguasaan pemilik benda (pemberi 
fidusia). Utang yang dijamin dengan jaminan 
apapun, merupakan suatu kewajiban yang 
wajib dipenuhi atau dilunasi oleh debitur, 
namun demikian adakalanya debitur tidak 
memenuhi kewajiban atau debitur berhenti 
membayar utangnya. 

Dalam perjanjian fidusia benda yang 
dijadikan objek Jaminan fidusia adalah tetap 
dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan 
tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini 
adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa 
menyerahkan fisik bendanya. Kreditur 
mempercayakan kepada debitur untuk tetap 
bisa mempergunakan benda jaminan tersebut 
sesuai dengan fungsinya.4 Namun, walaupun 
benda jaminan tetap dalam penguasaan 
debitur, debitur harus mempunyai itikad baik 
untuk memelihara benda jaminan dengan 
sebaik-baiknya. Debitur tidak diperbolehkan 
mengalihkan ataupun menyewakan kepada 
pihak lain benda objek jaminan fidusia yang 
bukan merupakan benda persediaan 
(inventory) tanpa ada persetujuan dari kreditur, 
karena benda yang penguasaannya di tangan 
debitur sangatriskan sekali untuk berpindah 
tangan.  

Keditur memperbolehkan atau 
mempercayakan kepada debitur untuk tetap 
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bisa menggunakan barang jaminan untuk dapat 
dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Namun 
selama mempergunakan barang jaminan 
tersebut, debitur diwajibkan untuk dapat 
memelihara dengan sebaik-baiknya. Hal ini 
sejalan dengan salah satu asas yang dianut 
dalam UUJF yaitu asas itikad baik. 

Secara umum, dalam hukum jaminan yang 
objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa 
mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan 
kepada pihak lain benda yang menjadi objek 
jaminan fidusia kecuali yang merupakan benda 
persediaan (inventory), tapi khusus untuk 
bentuk Jaminan Fidusia, hal tersebut 
diperbolehkan dengan ketentuan harus 
diberitahukan atau mendapat persetujuan dari 
kreditur, atau dalam hal ini adalah pihak bank.5 
Apabila pengalihan objek Jaminan Fidusia 
tersebut dilakukan debitur tanpa diketahui atau 
mendapat persetujuan dari kreditur tentu saja 
tidak diperbolehkan. Pasal 23 ayat (2) Undang-
Undang Jaminan Fidusia, menyatakan Pemberi 
Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, 
atau menyewakan kepada pihak lain benda 
yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak 
merupakan benda persediaan, kecuali dengan 
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
Penerima Fidusia.  

Hal tersebut memberikan suatu kepastian 
hukum sebagai bentuk perlindungan hukum 
diperlukan suatu aturan hukum. Hal ini 
dikarenakan sering terjadi pihak kreditur 
dirugikan ketika pihak debitur melakukan 
wanprestasi diantaranya dalam hal pengalihan 
objek jaminan fidusia. Apabila debitur tidak 
memenuhi kewajiban atau melakukan 
wanprestasi, kreditur dapat menarik benda 
Jaminan Fidusia untuk dijual guna menutupi 
utang debitur. Tindakan tersebut bukan 
merupakan perbuatan hukum yang 
bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan 
Fidusia bahkan debitur mempunyai kewajiban 
untuk menyerahkan benda Jaminan Fidusia 
tersebut kepada kreditur untuk dapat dijual. 

Berdasarkan hal yang telah diuaraikan di 
atas, maka penulis tertarik dalam mengambil 
judul skripsi yaitu “HAK DEBITUR ATAS OBJEK 
JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI HAK KEBENDAAN 
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MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 
TAHUN 1999”. 

 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Apa saja yang menjadi hak debitur terhadap 

objek jaminan fidusia menurut Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999? 

2. Apa saja yang menjadi objek jaminan fidusia 
menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
1999? 
 

C. METODE PENELITIAN 
Peter Mahmud Marzuki berpendapat, 

penelitian hukum adalah suatu 
proses untuk menemukan aturan hukum, 
prinsip-prinsip hukum, maupun 
doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 
hukum yang dihadapi. Hal ini 
sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.6 
Menurut Soerjono 
Soekanto, ada dua jenis penelitian hukum yaitu 
penelitian hukum normative dan penelitian 
hukum empiris atau sosiologis.7 

Jenis penelitian sehubungan dengan 
penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum 
normatif. Jenis penelitian hukum normative 
yaitu suatu penelitian yang terutama mengkaji 
ketentuan-ketentuan hukum positif. 

 
PEMBAHASAN 
A. Hak Debitur Terhadap Objek Jaminan 

Fidusia 
1. Debitur berhak menguasai benda yang 

menjadi objek jaminan fidusia.  
Dalam pelaksanaan fidusia barang-barang 

yang dijaminkan tetap berada dalam kekuasaan 
debitur. Tidak ada penyerahan barang jaminan 
secara fisik kepada kreditur dan kreditur wajib 
menolak apabila ada penyerahan barang 
tersebut dilakukan. Adapun yang ada adalah 
penyerahan kepemilikan barang secara 
kepercayaan kepada kreditur. Penyerahan 
barang jaminan baru akan diserahkan kepada 
kreditur apabila debitur wanprestasi atas 
utangnya untuk kepentingan eksekusi fidusia.8 
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Jaminan fidusia, dengan menggunakan 
prinsip barang jaminan tetap berada pada 
kekuasaan debitur selama perjanjian utang 
piutang belum berakhir, telah menguntungkan 
kreditur, diantaranya :  

1. Tidak perlu menyediakan tempat 
peyimpanan barang. Menyediakan 
tempat untuk menyimpan barang 
jaminan, apalagi barang yang disimpan 
milik orang lain dan berharga, bukan 
suatu hal yang begitu mudah untuk 
dilakukan karena untuk mencari tempat 
memadai dan aman perlu pertimbangan 
matang, kemudian biaya yang 
dikeluarkan. Oleh karena itu 
denganmelakukan jaminan fidusia, 
merupakan salah satu keuntungan 
parakreditur untuk tidak menyediakan 
tempat penyimpanan barang. 

2. Tidak menanggung resiko kehilangan 
barang.Dengan tidak menerima barang 
jaminan maka tidak ada tanggungan bagi 
kreditur untuk memelihara atau merawat 
barang jaminan. Perawatan barang tidak 
dapat dilakukan dengan seragam, karena 
bentuk macam maupun karakter barang 
bermacam macam sehingga memerlukan 
tenaga perawatan khusus pula. 

3. Tidak menanggung risiko 
kehilanganObjek fidusia yang hilang atau 
musnah merupakan tanggungjawab 
debitur, sehingga debitur harus 
mengganti dengan membuat perjanjian 
fidusia baru. Resiko kehilangan barang 
jaminan ada pada debitur karena barang 
tersebut berada pada kekuasaannya. 

4. Berhak menarik barang untuk 
eksekusiSesuai dengan prinsip fidusia 
bahwa barang jaminan tidak diserahkan 
kepada kreditur, tetapi barang tersebut 
tetap berada pada kekuasaan debitur. 
Ketika debitur tidak sanggup membayar 
hutangnya, kreditur diberi hak oleh 
undangundang untuk menarik kedalam 
kekuasaannya demi kepentingan 
eksekusifidusia. Debitur tidak ada alasan 
lain, kecuali menyerahkannya.9 

 
2. Debitur berhak untuk mendapatkan 

pinjaman uang  

                                                           
9
Ibid, hal. 247. 

Atas jaminan fidusia yang diberikan oleh 
pemberi fidusia tersebut kepada bank, pemberi 
fidusia berhak atas sejumlah uang pinjaman 
yang jumlahnya sesuai yang tertera di dalam 
surat perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi 
fidusia dengan pihak bank atau pihak lainnya. 
Setelah hutang pemberi fidusia kepada bank 
telah lunas, maka pemberi fidusia berhak atas 
pengembalian surat – surat kepemilikan atas 
objek jaminan fidusia dari bank. 

 
3. Debitur berhak memperdagangkan objek 

jaminan fidusia yang berupa barang 
dagangan (inventory) 
Debitur pada dasarnya tidak wenang lagi 

mengasingkan atau mengalihkan objek benda 
jaminan fidusia kepada pihak lain, karena telah 
terjadi pengalihan hak kepemilikan atas benda 
jaminan fidusia secara constitutum 
possessorium dari debitur (pemberi fidusia) 
kepada kreditur (penerima fidusia). Ketentuan 
larangan pengalihan objek jaminan fidusia oleh 
kreditur (pemberi fidusia) ini tidak berlaku bila 
objek jaminan fidusia berupa benda-benda 
dalam persediaan.10 

Ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang 
Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi 
fidusia dapat mengalihkan benda persediaan 
yang menjadi objek jaminan fidusia dengan 
cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam 
usaha perdagangan. Jelaslah bahwa debitur 
dapat mengalihkan benda-benda persediaan 
dalam perdagangan yang menjadi objek 
jaminan fidusia dan itu dilakukan menurut cara 
dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha 
perdagangan. 

Pengalihan disini bisa karena terjadinya 
penjualan, atau sebab lain yang berakibat 
kurangnya stok barang atau benda-benda 
persediaan yang sementara dibebani jaminan. 
Stok barang dagangan, sekalipun melalui 
lembaga fidusia telah diberikan sebagai 
jaminan, namun tidak dimaksudkan bahwa stok 
barang dagangan sementara sedang menjadi 
jaminan, menjadi benda yang dikeluarkan dari 
peredaran perdagangan. Sebaliknya dibiarkan 
berganti-ganti melalui penjualan dan 
pembelian oleh pemberi fidusia, dengan prinsip 
bahwa yang dijual, keluar dari ikatan jaminan 
dan melalui penyerahan oleh pemberi fidusia, 
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menjadi milik pembeli atau orang yang 
mengopernya, sedangkan pembelian barang 
baru, otomatis tercakup dalam jaminan fidusia 
yang sudah diberikan. 

Semuanya bisa dilaksanakan sama seperti 
biasa pemberi fidusia menjual dan mengoper 
barang dagangannya, sehingga tidak ada 
formalitas yang harus diturut. Pemberian sifat 
hak kebendaan kepada kreditur atas stok 
barang dagangan sebagai jaminan, akan 
menghalangi cara dan tujuan pemberian 
jaminan fidusia.11 

 
B. Objek Jaminan Fidusia 

Barang yang menjadi objek jaminan fidusia 
pada prinsipnya adalah barang bergerak. Hal ini 
disebabkan karena latar belakang fidusia 
sebagai jaminan utang dari masalah yang 
dihadapi oleh jaminan gadai dan prosedurnya 
wajib menyerahkan barang kepada kreditur 
untuk dikuasainya. Dalam perkembangannya, 
ternyata bukan hanya barang bergerak saja 
yang dapat difidusiakan, akan tetapi benda 
tidak bergerak juga dapat dijaminkan dengan 
jaminan tersebut walaupun sifatnya terbatas.12 

Veenhoven menyatakan bahwa asasnya 
semua benda baik benda bergerak maupun 
benda tetap (tidak bergerak), yang secara 
yuridis dapat diserahkan hak miliknya atas 
kepercayaan dapat dijadikan sebagai jaminan 
(fidusia).13 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 
Fidusia, menyebutkan bahwa objek jaminan 
fidusia adalah benda bergerak baik yang 
berwujud maupun yang tidak berwujud dan 
benda tidak bergerak khususnya bangunan 
yang tidak dapat dibebani dengan hak 
tanggungan. 

Ketentuan ini kemudian dilanjutkan dengan 
Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Jaminan 
Fidusia yang memberikan definisi, benda adalah 
segala sesuatu yang dapat dimiliki dan 
dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak 
berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak 
terdaftar, yang bergerak maupun tidak 
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 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2000,hal. 228.  
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Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di 
Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan 
Perorangan, Cetakan Kelima, BPHN dan Liberty, 
Yogyakarta, 2011, hal. 36. 

bergerak yang tidak dapat dibebani hak 
tanggungan atau hipotik. 

Selain benda yang sudah dimiliki pada saat 
dibuatnya Jaminan Fidusia, juga benda yang 
diperoleh kemudian dapat dibebani dengan 
Jaminan Fidusia. Ketentuan ini berarti bahwa 
benda tersebut demi hukum akan dibebani 
dengan Jaminan Fidusia pada saat benda 
dimaksud menjadi milik pemberi fidusia.  

Pembebanan Jaminan Fidusia atas benda, 
termasuk piutang, yang diperoleh kemudian 
tidak perlu lagi dibuat perjanjian Jaminan 
Fidusia tersendiri. Dimungkinkannya 
pembebanan Jaminan Fidusia atas benda yang 
diperoleh kemudian sangat membantu dan 
menunjang pembiayaan pengadaan atau 
pembelian persediaan bahan baku, bahan 
penolong dan benda jadi.14 

Menurut sejarahnya benda bergerak yang 
berwujud dan tidak berwujud dapat 
difidusiakan, benda bergerak yang berwujud 
antara lain; barang-barang perniagaan, 
inventaris, ternak dll, sedangkan benda 
bergerak tidak berwujud yaitu piutang atas 
nama (vordering op naam). Objek jaminan 
fidusia sebaiknya digunakan terbatas hanya 
untuk barang-barang perniagaan saja, 
khususnya untuk barang-barang bergerak, 
tanah diterima sebagai objek jaminan fidusia, 
jika syarat-syarat administratif tidak dapat 
dipenuhi. 

Dengan memperhatikan ketentuan dalam 
Undang-undang Jaminan Fidusia, maka objek 
Jaminan Fidusia dapat meliputi:  

a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan 
dialihkan secara hukum; 

b. Benda bergerak berwujud. Contohnya: 
kendaraan bermotor seperti mobil, bus, 
truk, sepeda motor dan lain-lain; mesin-
mesin pabrik yang tidak melekat pada 
tanah/bangunan pabrik; perhiasan; alat 
inventaris kantor; kapal laut berukuran 
dibawah 20m³; perkakas rumah tangga 
seperti tv, tape, kulkas, mebel, dan lain-
lain; alat-alat pertanian; dan lain 
sebagainya.  

c. Benda atas benda tidak berwujud, 
termasuk piutang, 

d. Dapat atas benda yang terdaftar 
e. Dapat atas benda yang tidak terdaftar 
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f. Benda bergerak, 
g. Benda tidak bergerak yang tidak dapat 

dibebani dengan hak tanggungan, 
h. Benda tidak bergerak yang tidak dapat 

dibebani dengan hipotik, 
i. Benda (termasuk piutang) yang sudah 

ada pada saat jaminan diberikan maupun 
terhadap benda yang akan diperoleh 
kemudian, dalam hal benda yang akan 
diperoleh kemudian, tidak diperlukan 
suatu akta pembebanan fidusia 
tersendiri, 

j. Dapat diatas satu satuan atau jenis 
benda, 

k. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau 
satuan benda, 

l. Termasuk hasil dari benda yang telah 
menjadi objek jaminan fidusia (segala 
sesuatu yang diperoleh dari benda yang 
dibebani jaminan fidusia), 

m. Termasuk juga hasil klaim asuransi dalam 
hal benda yang menjadi objek jaminan 
fidusia diasuransikan (klaim asuransi 
merupakan hak penerima fidusia dalam 
hal jaminan tersebut musnah dan 
mendapat penggantian dari perusahaan 
asuransi), 

n. Benda persediaan (inventory, stock 
perdagangan) dapat juga menjadi objek 
jaminan fidusia.15 

 
Objek jaminan fidusia berupa: 
1. Benda bergerak yang berwujud, 

contohnya: 
a. Kendaraan bermotor seperti: mobil, 

bus, truk, sepeda motor dan lain-lain. 
b. Mesin-mesin pabrik yang tidak 

melekat pada tanah/bangunan pabrik. 
c. Alat-alat investasi kantor. 
d. Perhiasan. 
e. Persediaan barang atau inventory, 

stock barang, dagangan dengan daftar 
mutasi barang. 

f. Kapal laut berukuran dibawah 20 m3. 
g. Perkakas rumah tangga seperti mebel, 

radio, televisi, lemari es, mesin jahit, 
h. Alat-alat pertanian seperti traktor 

pembajak sawah, mesin penyedot air 
dan lain-lain. 
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Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2011, hal. 177. 

2. Benda bergerak yang tidak berwujud, 
contohnya: 
a. Wesel 
b. Sertifikat deposito 
c. Saham 
d. Obligasi 
e. Konosemen 
f. Piutang yang diperoleh pada saat 

jaminan diberikan atau yang 
diperoleh kemudian. 

g. Deposito berjangka 
3. Benda bergerak yang terdaftar 
4. Benda bergerak yang tidak terdaftar 
5. Benda tidak bergerak tertentu, yang 

tidak dapat dibebani dengan hak 
tanggungan, seperti hak milik satuan 
rumah susun di atas tanah hak pakai atas 
tanah negara dan bangunan rumah yang 
dibangun di atas tanah orang lain. 

6. Benda yang tidak bergerak tertentu, yang 
tidak dapat dibebani dengan hipotek. 

7. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan 
dialihkan.16 

 
Undang-Undang Pokok Agraria menganut 

asas Horizontalescheiding (asas pemisahan 
horizontal), sehingga dapat terjadi bahwa 
pemiliktanah belum tentu (bukan) menjadi 
pemilik bangunan yang ada diatasnya. Seorang 
pemilik tanah yang bukan pemilik bangunan 
yang ada diatasnya, dapat menggunakan tanah 
tersebut dengan Hak Tanggungan. Tentu saja 
supaya tidak menimbulkan persoalan di 
kemudian hari, dengan seizin pemilik 
banguanan yang ada diatasnya. 

Benda tidak bergerak secara yuridis dapat 
dijadikan objek jaminan fidusia dengan syarat 
pemilik benda tidak bergerak tersebut bukanlah 
pemilik sah atas benda tersebut. Terkait 
dengan uraian diatas, Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan yang berbunyi;”Kreditur adalah 
pihak yang berpiutang dalam satu hubungan 
utang-piutang tertentu”  

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996 Tentang Hak Tanggungan yang berbunyi: 
Utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak 
Tanggungan dapat berupa utang yang telah ada 
atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah 
tertentu atau jumlah yang pada saat 
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permohonan eksekusi Hak Tanggungan 
diajukan dapat ditentukan berdasarkan 
perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain 
yang menimbulkan hubungan utang-piutang 
yang bersangkutan.17 

Hak Tanggungan dapat diberikan untuk 
suatu utang yang berasal dari satu hubungan 
hukum atau untuk satu utang atau lebih yang 
berasal dari beberapa hubungan hukum” 
Didalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 menegaskan 
bahwa yang dapat dijadikan jaminan fidusia 
adalah benda bergerak maupun benda tidak 
bergerak serta benda berwujud maupun yang 
tidak berwujud yang tetap berada dalam 
penguasaan pemberi fidusia.  

Apabila objek Jaminan Fidusia didaftarkan 
ke Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan 
yang di atur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 
Jaminan Fidusia bahwa pembebanan Objek 
JaminanFidusia dibuat dengan akta Notaris, 
yang kemudian didaftarkan pada Kantor 
Pendaftaran Fidusia. Atas pendaftaran objek 
jaminan fidusia maka penerima Fidusia akan 
menerima Sertifikat Jaminan Fidusia. 

 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Hak debitur terhadap objek jaminan fidusia 

menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
1999 yaitu: 1) Debitur berhak menguasai 
benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 
Debitur diberi hak untuk mempergunakan 
objek jaminan fidusia tersebut, dengan 
syarat bahwa pemberi fidusia tidak menjual 
ataupun mengalihkan objek jaminan 
fidusia.tersebut kepada pihak lain. 2) 
Debitur berhak untuk mendapatkan 
pinjaman uang  yang jumlahnya sesuai yang 
tertera di dalam surat perjanjian yang dibuat 
oleh pihak pemberi fidusia dengan pihak 
bank atau pihak lainnya. 3) Debitur berhak 
memperdagangkan objek jaminan fidusia 
yang berupa barang dagangan (inventory). 

2. Objek jaminan fidusia menurut Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu:  1). 
Benda bergerak yang berwujud, contohnya: 
kendaraan bermotor seperti: mobil, bus, 
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truk, sepeda motor dan lain-lain, mesin-
mesin pabrik yang tidak melekat pada 
tanah/bangunan pabrik, alat-alat investasi 
kantor, perhiasanersediaan barang atau 
inventory, stock barang, dagangan dengan 
daftar mutasi barang, kapal laut berukuran 
dibawah 20 m3, perkakas rumah tangga 
seperti mebel, radio, televisi, lemari es, 
mesin jahit, dan alat-alat pertanian seperti 
traktor pembajak sawah, mesin penyedot air 
dan lain-lain. 2) Benda bergerak yang tidak 
berwujud, contohnya: wesel, sertifikat 
deposito, saham, obligasi, konosemen, 
piutang yang diperoleh pada saat jaminan 
diberikan atau yang diperoleh kemudian, 
deposito berjangka. 3) Benda bergerak yang 
terdaftar. 4) Benda bergerak yang tidak 
terdaftar. 5) Benda tidak bergerak tertentu, 
yang tidak dapat dibebani dengan hak 
tanggungan, seperti hak milik satuan rumah 
susun di atas tanah hak pakai atas tanah 
negara dan bangunan rumah yang dibangun 
di atas tanah orang lain. 6) Benda yang tidak 
bergerak tertentu, yang tidak dapat 
dibebani dengan hipotek. 7) Benda tersebut 
harus dapat dimiliki dan dialihkan. 
 

B. SARAN 
1. Diharapkan agar setiap benda yang nantinya 

akan dijadikan objek jaminan fidusia oleh 
debitur agar diasuransikan terlebih dahulu. 
Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi 
musnahnya benda jaminan, yang nantinya 
akan merugikan pihak kreditur. 

2. Diharapkan pemerintah dapat merevisi 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia dimana dapat 
dikatakan UndangUndang Nomor 42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia, karena saat 
ini hanya memenuhi aspek yuridis saja 
sementara aspek moral, aspek sosial dan 
aspek filosofi belum terpenuhi. Sementara 
sasaran yang ingin dicapai guna memberikan 
perlindungan dan kepastian hukum, serta 
ketertiban dalam masyarakat tidak tercapai 
secara efektif 
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